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Perihal : Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 dan Surat Arahan Penunjukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2024 No: 051/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 8 Mei 2024, maka KAP yang
ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik

Nama : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Nomor Surat Tanda Terdaftar  : STTD.KAP-00012/PM.22/2017
NPWP : 01.901.066.9-038.000

Izin Usaha dari kemenkeu-RI  : No.477/KM.1/2015

2. Akuntan Publik

Nama : Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
Nomor Registrasi AP : AP.1153.

Nomor Surat Tanda Terdaftar  : STTD.AP-00007/PM.223/2017

Tahun Penugasan : 2024

Untuk melengkapi laporan ini, kami lampirkan sebagai berikut :
1. Ringkasan Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik
3. Surat Penawaran Harga/ SPK
4. Berita Acara Negosiasi
5. Surat persetujuan besaran honorarium Jasa Akuntan Publik

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan teriamakasih.

Direktur Keuangan & HCM, ="
" PRES

Cc: - PT Bursa Efek Indonesia
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PRESISI PT PP Presisi Tbk

Dewan Komisaris

Plaza PP, Wisma Robinson - 1stFloor
JI. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760

T. +62 21 8403931

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas
Informasi Keuangan Historis Tahunan
oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP

Hertanto Grace Karunawan atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2023, kami telah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan
standar audit yang berlaku

Komite Audit menilai bahwa Akuntan Publik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan proses audit telah

menenuhi standar audit yang berlaku, dan telah menunjukkan keahlian, pengalaman dan independensinya, sesuai

Standar Akuntansi yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia.

Kecukupan waktu pekerjaan lapangan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan jasa auditnya di lapangan dimulai, Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik telah
mempersiapkan tindakan perencanaan audit terlebih dahulu. Komite Audit menilai bahwa selama menjalankan
tugasnya, Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik telah tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik

Cakupan jasa audit ditentukan dengan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit terhadap angka-
angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perseroan. Sebelum menetapkan prosedur audit, Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik melakukan pengecekan pengendalian internal untuk mendukung penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Perseroan yang dapat digolongkan wajar. Uji petik sebagai salah satu prosedur
penguijian substantif dilakukan untuk akun-akun pendapatan, beban serta prosedur pemeriksaan penambahan aset
dan peristiwa setelah tanggal neraca. Uji petik dilakukan berdasarkan pertimbangan Akuntan Publik/Kantor Akuntan
Publik dengan mempertimbangkan tingkat risiko salah saji. Disamping itu, Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
mengevaluasi kebijakan akuntansi Perseroan dan penyajiannya ke dalam laporan keuangan Perseroan secara
keseluruhan. Komite Audit menilai, cakupan jasa yang diberikan dan uiji petik yang dilakukan Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik telah sesuai Standar Akuntansi yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut
Akuntan Publik Indonesia.

Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Jurnal telah memberikan observasi, pengujian dan rekomendasi yang cukup
dan memadai. Jurnal penyesuaian yang ditemukan telah dikomunikasikan dengan manajemen Perseroan dan
Perseroan telah mencatat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan antara lain
terkait pengendalian internal dan tata kelola Perseroan telah didiskusikan dengan manajemen Perseroan. Perseroan
menjadikannya sebagai dasar perbaikan di masa yang akan datang.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan Audit, namun dikarenakan KAP
Hertanto, Grace, Karunawan telah melakukan jasa audit kepada PT PP Presisi Tbk lebih dari 5 (lima) tahun berturut-
turut, maka dari itu KA menyarankan kepada Dewan Komisaris untuk tidak menunjuk kembali KAP HGK untuk
melaksanakan Audit Umum untuk Tahun Buku 2024 sehingga perlu dilakukan pemilihan KAP yang baru.
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Jakarta Timur 13760
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KA mengusulkan KAP terpilih untuk Pelaksanaan Audit Umum tahun buku 2024, KAP agar menyampaikan hasil
laporan sebagai berikut;

1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT PP Presisi Tbk.

2. Laporan Evaluasi atas Tingkat Kesehatan/Kinerja Perusahaan

3. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

4. Managements Letter.

Penambahan Laporan Evaluasi atas Tingkat Kesehatan/Kinerja Perusahaan dan Laporan Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu dari tindak lanjut rekomendasi hasil assessment penerapan GCG
tahun buku 2022.

5. Hal lainnya
Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 April 2024
PT PP Presisi Tbk

“ Ngr\ ochmad
Komis&r B@ia/Komisaris Independen/
Ketua Komite Audit
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SURAT PERINTAH KERJA
ANTARA

PT PP PRESISI TBK
DAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (“KAP") AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR

& REKAN
TENTANG
PEKERJAAN JASA AUDIT UMUM
No. 003/SPK/DIR/PPRE/2024

Surat Perintah Kerja (“SPK") ini dibuat pada hari Selasa tanggal Lima September
Tahun 2024 (*05-09-2024") di Jakarta, oleh dan antara:

1,

PT PP Presisi Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan sah berdasarkan
hukum negara Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftarnya di PP
Plaza Gd. Wisma Robinson Lt. 1 JI. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo,
Jakarta timur dan dalam hal ini diwakili oleh;

Nama :  Mohammad Arif swahyudi
Jabatan : Direktur Keuangan dan HCM

yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk
dan atas nama PT PP Presisi Tok, berdasarkan Akta No. 17 tanggal 07 Juni
2024 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, Sarjana
Hukum, Notaris, di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya
oleh Menkumham berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.09-02122488 Tanggal
11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA"; dan

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, suafu Kantor Akuntan
Publik yang didirikan sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
yang memiliki kantor terdaftarnya di Plaza Asia, Lantai 10, JI. Jend.
Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 dan dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : Galuh Worohapsari A. M.
Jabatan : Partner

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk
dan atas nama KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
berdasarkan Akta No. 29 tanggal 21 Maret 2024, dibuat di hadapan Dini
Lastari Siburian, Notaris di Jakarta untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"
dan masing-masing disebut "PIHAK", menerangkan terlebih dahulu sebagai
berikut:

1) PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa
konstruksi, pekerjaan mekanikal — elekfrikal, jasa fransportasi / angkutan,
jasa penyewaan, perdagangan dan jasa pertambangan;

2) PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan
audit, pajak, dan konsultasi;

3) PIHAK PERTAMA telah menerbitkan kepada PIHAK KEDUA Surat Permintaan
Penawaran No. 429/EXT/DIR/PPRE/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Perihal
Permohonan Penawaran Harga dan Self Assessment (“Surat Permintaan
Penawaran”);

4) PIHAK KEDUA telaoh memberikan Surat Penawaran Harga No.
2250524/GLU/11211 Tanggal 17 Mei 2024 Perihal Surat Penawaran Biaya
(“Surat Penawaran”) kepada PIHAK PERTAMA;

5) PARA PIHAK telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana Berita
Acara Negosiasi No 001/BA/RSM/PPRE/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 (“BA
Nego").

Dengan ini, PIHAK PERTAMA menginsiruksikan kepada PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian
PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2024 (“Pekerjaan”) dan PIHAK KEDUA setuju untuk
melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan tetap berpedoman pada Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia serta anggaran dasar masing — masing PIHAK ,
peraturan perundang — undangan, peraturan perusahaan PIHAK PERTAMA, asas
kepatuhan, prinsip kehati — hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, PARA
PIHAK sepakat dan setuju untuk menuangkan segala syarat dan ketentuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:

1. LINGKUP PEKERJAAN
1.1 PIHAK KEDUA waijib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan
dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam SPK ini.
Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan PIHAK KEDUA meliputi

sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Sal |~

2/13



1.2

2.1

2.2

23

2.4

2.5

a. Melakukan Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PP
Presisi Tok per tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari:
- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian;
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian;
- Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian;
Laporan Arus Kas Konsolidasian; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.
b. Melakukan Audit kepatuhan atas peraturan perundang-undangan
dan pengendalian internal;
c. Assurance terhadap Laporan Evaluasi Kinerja yang berisi penilaian atas
Key Performance Indicators (“KPI"); dan
d. Review atas pengendalian internal PT PP Presisi Tbk sekaligus
menyampaikan usulan/rekomendasi  perbaikannya, dalam  hal
ditemukan kelemahan yang tertuang dalam Management Letter.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab melaksanakan Pekerjaan secara
cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan
dalam SPK ini dan bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan
Pekerjaan yang dihasilkan.

. HARGA KONTRAK

Nilai yang disepakati PARA PIHAK untuk menyelesaikan Pekerjaan
(“Harga Kontrak”) adalah Rp 565.000.000 (lima ratus enam puluh ima
juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan belum termasuk Out of Pocket
auditor.

Biaya out of pocket auditor seperti biaya transportasi, biaya perjalanan
dinas, dan biaya akomodasi disediakan atau dibayarkan berdasarkan
ketetapan dari PIHAK PERTAMA.

Harga Kontrak sudah termasuk semua biaya, biaya personil/tenaga,
asuransi, biaya lembur, keuntungan, pajak yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan selain PPN, overhead, biaya tak
terduga dan biaya lainnya yang diperiukan PIHAK KEDUA untuk
menyelesaikan Pekerjaan.

Harga Kontrak sebagaimana dimaksud butir 2.1 tidak dapat disesuaikan
karena inflasi atau kondisi pasar atau ekonomi.

Harga Kontrak bersifat Lumpsum, yaitu kontrak dengan harga tetap
dengan risiko sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Perubahan
Harga Kontrak hanya dimungkinkan apabila terdapat perubahan lingkup
pekerjaan dan/atau spesifikasi teknis yang diinstruksikan dan disetujui oleh
PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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2.6 Harga satuan tidak dapat naik oleh sebab apapun termasuk namun,
tidak terbatas pada inflasi dan tambahan waktu pelaksanaan.

. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu sejak
ditandatanganinya SPK sampai dengan 28 Februari 2025 (176 hari
kalender).

3.2 Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan apabila
terjadi Keadaan Kahar atau penundaan Pekerjaan yang murni
disebabkan oleh PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan keterlambatan
Pekerjaan. Perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan Pekerjaan
tersebut terlambat karena hal tersebut.

. TATA CARA PEMBAYARAN

4.1 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA

dengan cara sebagai berikut:

a. Pembayaran |
Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Konirak atau sebesar
Rp113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah
ditandatangi SPK oleh PARA PIHAK.

b. Pembayaran Il
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Kontrak atau sebesar
Rp226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) akan
dibayarkan pada saat penyerahan draft perftama Laporan Keuangan
Tahun Buku 2024.

c. Pembayaran Il
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Konirak atau sebesar
Rp226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) akan
dibayarkan setelah laporan audit final dan laporan lainnya diterima
dan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.

4.2 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Pekerjaan yang dimaksud
pada butir 9.1 kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 45 (empat puluh lima)
hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan PIHAK KEDUA
dengan lengkap dan benar berikut dokumen pendukungnya, yaitu:

a. Kuitansi Penagihan.
b. Berita Acara Progres Pekerjaan.
c. Berita Acara Pembayaran.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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d. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (untuk penagihan progres
100%).

e. Faktur Pajak untuk PKP

E-NOFA/Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (untuk penyerahan

barang/jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak)
g. dokumen lainnya yang disyaratkan PIHAK PERTAMA.

4.3 Pembayaran Pekerjaan akan ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA, yaitu:
Nama Pemilik Rekening : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 102-00-0443453-3

—r

4.4 PIHAK PERTAMA dapat menahan dan/atau memotong pembayaran
Harga Kontrak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan
sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dimuat dalam butir 1.

. SANKSI/DENDA

5.1 Apabila PIHAK KEDUA fidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai
dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada butir 3, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda
keterlambatan penyelesaian Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar
1%0 (satu permil) per hari dari Harga Kontrak setiap hari keterlambatan
Pekerjaan dengan pengenaan denda maksimal sebesar 5% dari Harga
Kontrak. Pembayaran denda dapat dipotong langsung oleh PIHAK
PERTAMA dari pembayaran ke PIHAK KEDUA.

5.2 Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian dari PIHAK PERTAMA sepanjang dapat dibuktikan,
termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan
data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan
denda sebagaimana diatur dalam butir 5.1 tidak berlaku dan dapat
dilakukan perpanjangan waktu

. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan
sebagian atau seluruh Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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7. PENANGGUNGAN RISIKO

7y

PIHAK KEDUA berkewaijiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewaijiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya sebatas nilai yang disetujui dan
dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA (kecudli kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK
PERTAMA).

7.2 Semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan ini merupakan

7.3

7.4

risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA. Oleh karenanya, PIHAK
KEDUA harus mengganti dan/atau memperbaiki kehilangan atau
kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA
tersebut atas tanggungan PIHAK KEDUA.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang
menyatu dengan hasil Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK
KEDUA atas tanggungannya sendir jika kehilangan atau kerusakan
tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA.

Segala tuntutan tenaga kerja PIHAK KEDUA maupun subkontraktor PIHAK
KEDUA yang ditunjuk PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK
PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan tersebut yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pekerjaan ini.

8 KEADAAN KAHAR

8.1

8.2

8.3

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan

suatu PIHAK, tidak dapat dihindari sewajarnya oleh PIHAK tersebut serta

PIHAK ftersebut tidak dapat dengan layak mempersiapkan diri

menghadapinya sebelum mengikatkan diri dalam SPK ini, dan secara

mendasar tidak disebabkan oleh PIHAK lain seperti terjadinya bencana

alam, yang secara substansial menghambat Pekerjaan (“Keadaan

Kahar”).

Keadaan Kahar dapat mencakup namun tidak terbatas pada, peristiwa

atau keadaan luar biasa dengan jenis yang tercantum di bawah ini,

selama syarat di dalam butir 8.1 di atas terpenuhi:

a. perang, yang terjadi dalam atau melibatkan Republik Indonesia;

b. pemberontakan, kerusuhan, yang terjadi di Republik Indonesia; atau

c. bencana alam seperti gempa bumi, topan, atau akfivitas gunung
berapi.

Keadaan Kahar tidak termasuk setiap peristiwa atau keadaan berikut:

a. Kefidakmampuan mendapatkan atau kenaikan biaya barang dan
layanan akibat perubahan kondisi pasar;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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8.4

8.5

8.6

b. kekurangan atau kelangkaan tenaga, kekurangan produktivitas

tenaga, bahan dan peralatan, permasalahan pengiriman;

c. kerusuhan atau pemogokan buruh yang terjadi di antara karyawan

setiap PIHAK; dan

d. kesulitan keuangan atau ketidakmampuan salah satu PIHAK untuk

menghasilkan keuntungan atau menghindari kerugian keuangan.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terdampak

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK

lainnya secara tertulis dengan ketentuan:

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya
Keadaan Kahar;

. menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan

yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi

kewajiban pelaksanaan Pekerjaan yang ditentukan dalam SPK bukan

merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai

pada butir 8.4

Tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab atas segala kegagalan atau

keterlambatan untuk memenuhi syarat, ketentuan, Perjanjian, atau

kewaijiban dari SPK ini sejauh kegagalan atau keterlambatan tersebut
merupakan akibat dari Keadaan Kahar.

a5

KERAHASIAAN

9:1

v.2

9.3

9.4

PIHAK KEDUA setuju bahwa setiap dokumen, data atau informasi yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA ferkait SPK dan pelaksanaannya
adalah bersifat rahasia (“Informasi Rahasia™). PIHAK KEDUA dilarang
mengungkapkan, memberikan, membuka, menyiarkan, dan/atau
menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak lain diluar SPK ini
tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA harus memperlakukan semua dokumen yang membentuk
SPK sebagai rahasia, kecuali sejauh diperlukan untuk melaksanakan
kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPK. PIHAK KEDUA tidak boleh
mempublikasikan, mengizinkan untuk dipublikasikan, atau
mengungkapkan sefiap rincian SPK dalam perdagangan atau kertas
teknis atau di tempat lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk
PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan SPK wajib mematuhi
ketentuan kerahasiaan ini.

Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan meminta
karyawan atau pekerjanya untuk menandatangani perjanjian

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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9.6
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kerahasiaan sebelum melakukan Pekerjaan berdasarkan SPK ini, dan
juga harus menyerahkan salinannya kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kerugian PIHAK PERTAMA
yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan kerahasiaan ini  oleh
PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK akan memperlakukan ketentuan dalam SPK sebagai
pribadi dan rahasia kecuali sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan
kewaijiban berdasarkan SPK atau untuk mematuhi hukum dan peraturan
terkait.

Kewdajiban-kewaijiban yang terkandung dalam butir ini akan tetap
berlaku penuh meskipun Perkerjaan telah selesai atau terjadinya
pemutusan SPK. Setelah penyelesaian Pekerjaan, atau atas permintaan
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan semua informasi
hak milik PIHAK PERTAMA tersebut tanpa penundaan.

KEPEMILIKAN DATA/DOKUMEN

Semua laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dibuat dan/atau dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan SPK ini
sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.1

11.2

11.3

11.4

PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan memiliki hak
kekayaan intelektual dalam setiap pekerjaan/produk yang dihasilkan
dari pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA setuju fidak akan mengklaim kepemilikan kekayaan
intelektual pekerjaan/produk sebagaimana dimaksud pada butir 10 di
atas sebelum atau sesudah serah terima Pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA.

Butir ini akan tetap berlaku setelah pemutusan atau berakhimya SPK ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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12 SERAH TERIMA PEKERJAAN

12.1 Setelah Pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan dalam SPK,
PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA untuk serah terima akhir pekerjaan.

12.2 PIHAK KEDUA cakan melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil
pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan Pekerjaan.

12.3 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK, maka PIHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan.

13 PEMUTUSAN SPK

13.1 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan atau mengakhiri SPK ini secara
sepihak dalam hal terjadinya salah satu hal sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA tidak mulai melaksanakan Pekerjaan berdasarkan SPK
ini dalam waktu 7 hari kalender sejak waktu mulai kerja sebagaimana
disebutkan pada butir 3 SPK ini;

b. Hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan SPK dan
fidak dapat diterima PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan Pekerjaan
berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA;

d. PIHAK KEDUA lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaikinya dalam waktu yang ditentukan PIHAK
PERTAMA.

e. PIHAK KEDUA mengalihkan Pekerjoan tanpa persetujuan PIHAK
PERTAMA;

f. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan melebihi waktu 30
(tiga puluh) hari kalender;

g. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit; atau

h. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan data.

13.2 PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri SPK secara sepihak atas kebijakan
internal PIHAK PERTAMA atau selain karena peristiwa pada butir 13.1.
Apabila SPK diakhiri oleh PIHAK PERTAMA tanpa disebabkan oleh
butir 13.1, PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Pekerjaan
yang telah dilaksanakan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA, dan

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA.

13.3 Pemutusan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 dan 13.2
mulai berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak PIHAK PERTAMA
menyampaikan surat pengakhiran/pemutusan Pekerjaan kepada PIHAK
KEDUA.

13.4 PARA PIHAK sepakat mengabaikan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata
dalam hal pengakhiran atau pembatalan SPK ini.

13.5 Dalam hal SPK ini diakhiri oleh PIHAK PERTAMA karena salah satu sebab
pada butir 13.1, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kerugian PIHAK
PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran denda
dan pembayaran biaya tambahan lainnya untuk menyelesaikan
Pekerjaan, serta PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh Pekerjaan kepada
PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

14 KORESPONDENSI
14.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang dilakukan berdasarkan SPK
ini wajib dalam bentuk tertulis dan dikiimkan secara langsung atau
melalui pos atau kurir kepada alamat-alamat sebagai berikut:

PT PP Presisi Tbk
Alamat : PP Plaza Gd. Wisma Robinson Lt. 1
JI. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur
No. Telepon : (021) 8230353
Faksimili T
U.P. : Mohammad Arif Iswahyudi

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Alamat : Plaza Asia, Lantai 10.
JI. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190
No. Telepon : (021) - 51401340
Faksimili : (021) - 51401340
U.P. : Saptoto Agustomo (Managing Partner)

Galuh Worohapsari A. M.

14.2 Setiap komunikasi tersebut dianggap telah diberikan pada tanggal
diterimanya komunikasi  tersebut oleh PIHAK penerima, yakni yang
dibuktikan dengan suatu tanda terima, dengan ketentuan bahwa

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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15

16

apabila hari tersebut bukan merupakan har kerja atau wakiu tersebut
bukan jam kerja normal maka pemberitahuan akan dianggap diberikan
pada hari kerja berikutnya.

14.3 Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi sebagaimana
dimuat dalam butir 14.1 di atas, PIHAK yang melakukan perubahan
alamat tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
seluruh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sebelum terjadi perubahan.

KOMUNIKASI SECARA ELEKTRONIK

Selama perikatan, dari waktu ke waktu PIHAK KEDUA mungkin berkomunikasi
dengan PIHAK PERTAMA secara elekfronik. Namun, seperti kita ketahui,
transmisi informasi secara elektronik fidak dapat dijamin aman atau bebas
dari kesalahan, dan informasi tersebut dapat tercegat, rusak, hilang, hancur,
datang terlambat atau tidak lengkap atau dapat merugikan terkena virus
atau tidak aman untuk digunakan. Oleh karena itu, sementara PIHAK KEDUA
menggunakan prosedur yang wajar untuk memeriksa virus yang paling umum
dikenal sebelum mengirim informasi secara elekironik, PIHAK KEDUA tfidak
memiliki tanggung jawab kepaada PIHAK PERTAMA yang timbul dari atau
sehubungan dengan komunikasi informasi elekironik untuk PIHAK PERTAMA.
Kecuali PIHAK PERTAMA memberitahu PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK
KEDUA menganggap PIHAK PERTAMA menerima surat perikatan ini termasuk
persetujuan PIHAK PERTAMA untuk penggunaan komunikasi secara elekironik
dan sebagai persetujuan PIHAK PERTAMA untuk membebaskan PIHAK KEDUA
dari kewgjiban apapun atas setfiap kerugian atau kerusakan yang diderita
dari pengiriman dokumen melalui komunikasi elekironik.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

16.1 PIHAK KEDUA akan menerapkan keahlian PIHAK KEDUA dalam
memberikan jasa seperti yang tercantum dalam butir 1. Jika PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi komitmen PIHAK KEDUA tersebut, maka
keseluruhan tanggung jawab PIHAK KEDUA beserta stafnya tidak akan
melebihi dari jumlah imbal jasa yang disepakati. Pembatasan tanggung
jawab ini mencakup penugasan yang tercantum dalam proposal ini
dan tuntutan yang terjadi akibat adanya wanprestasi atas kontrak,
pengingkaran atau hal lainnya.

16.2 Jika PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memasukkan Laporan Auditor
Independen PIHAK KEDUA dalam laporan tahunan kepada para
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pemegang saham atau membuat pengacuan ke kantor PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan bukti pencetakan kepada
PIHAK KEDUA untuk dapat PIHAK KEDUA reviu dan dapat PIHAK KEDUA
setujui sebelum laporan tersebut dicetak dan memberikan kepada
PIHAK KEDUA sdlinan cetakan laporan tahunan tersebut sebelum
didistribusikan. PIHAK PERTAMA juga setuju untuk meminta persetujuan
kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu sebelum menerbitkan atau
dengan cara lain memproduksi Laporan Auditor Independen atau
membuat pengacuan ke kantor PIHAK KEDUA akan digunakan oleh
publik.

17 LAIN-LAIN

17.1 SPK ini berakhir setelah selesainya Pekerjaan dan hak dan kewajiban
PARA PIHAK yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi atau disepakati
diakhiri. Terpenuhinya hak dan kewdqjiban tersebut adalah terkait
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat pelaksanaan
SPK.

17.2 lJika salah satu syarat atau ketentuan dari SPK ini ditemukan tidak sah
atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan
mempengaruhi berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
lainnya dalam SPK ini. Setiap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan harus diputuskan dan dianggap bukan merupakan
bagian dari SPK ini. Dalam hal demikian, PARA PIHAK harus segera
melakukan diskusi untuk tujuan melakukan amandemen atas SPK ini
yang, bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang masih
berlaku, akan menyebabkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya
dari PARA PIHAK tetap menjadi semirip mungkin dengan ketentuan-
ketentuan yang sebelumnya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau
tidak dapat dilaksanakan tersebut.

17.3 SPK ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik
Indonesia.

17.4 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan SPK ini
harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat sejak
pemberitahuan tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. Jika
fidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, perselisihan
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta dengan
3 arbitrator.

17.5 Dalam rangka penjelasan dan pemenuhan mengenai standar audit di
dalam perikatan, PIHAK KEDUA akan menyusun surat perikatan terpisah
dari SPK ini.
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Demikian SPK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2
(dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PP Presisi Tbk KAP Amir Abadi Jusuf, Ary‘gprio,
Mawar & R’ekgl‘i“lk Wy,
> (P

Direktur Keuangan dan HCM Partner
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